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Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum

Indonesia adalah Negara Hukum
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Dalam Hukum Pajak

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
Bagaimana jika Wajib Pajak menemukan penghitungan pajak,

jumlah rugi, pemotongan atau pemungutan tidak sebagaimana

mestinya? Pa: 0
9Jak ? Tidak Sesuai Aturan
o

(menurut pendapat wajib pajak)
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Keberatan

w

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau
tidak sependapat mengenai jumlah
rugi, jumlah pajak, dan pemotongan
& 2atau pemungutan pajak karena tidak
sebagaimana mestinya
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Keberatan

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau
tidak sependapat mengenai jumlah
rugi, jumlah pajak, dan pemotongan
& 2atau pemungutan pajak karena tidak
sebagaimana mestinya
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Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan

Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketetapan pajak
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Ruang Lingkup
Permohonan Keberatan
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Keberatan mengenai mater

atau isi dari ketetapan pajak
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Ruang Lingkup

Permohonan Keberatan

otong / Pungut

KPKB
KPKBT
KPLB
KPN

Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketetapan pajak
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Ruang Lingkup i.ovgliomst
Permohonan Keberatan
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Keberatan mengenai materi
atau isi dari ketetapan pajak

Potong / Pungut
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Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Pe rsya rata n Pe ngajuan
R Permohonan Keberatan

Isi Permohonan
Menerangkan pajak terutang
dan menjelaskan alasan

Satu Keberatan
Untuk satu
Ketetapan Pajak

Jangka Waktu
o—O Tiga bulan sejak
Ketetapan Pajak dikirim

Melunasi Pajak
Minimal jumlah yang disetujui

dalam pembahasan akhir Tanda Tangan

Ditandatangani oleh WP atau
Kuasa (dengan Surat Kuasa
Khusus)

Ketentuan Lain
WP tidak mengajukan

Pengurangan / pembatalan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Pe rsya rata n Pe ngajuan
R Permohonan Keberatan

Isi Permohonan
Menerangkan pajak terutang
dan menjelaskan alasan

Satu Keberatan
Untuk satu
Ketetapan Pajak

Jangka Waktu
o—O Tiga bulan sejak
Ketetapan Pajak dikirim

Melunasi Pajak
Minimal jumlah yang disetujui

dalam pembahasan akhir Tanda Tangan

Ditandatangani oleh WP atau
Kuasa (dengan Surat Kuasa
Khusus)

Ketentuan Lain
WP tidak mengajukan

Pengurangan / pembatalan
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Penyampaian Keberatan
Disampaikan ke KPP terdaftar
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Penyampaian Keberatan
Disampaikan ke KPP terdaftar

P
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Proses Keberatan
Penjelasan Tambahan

Wajib Pajak dapat menyampaikan
Penjelasan Tambahan secara
tertulis sebelum Surat Keputusan
Keberatannya diterbitkan




Proses Keberatan
Penjelasan Tambahan

Wajib Pajak dapat menyampaikan
Penjelasan Tambahan secara
tertulis sebelum Surat Keputusan
Keberatannya diterbitkan




Proses Keberatan
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Sebelum menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan, Wajib Pajak
diminta hadir untuk memberikan
keterangan dan penjelasan




Proses Keberatan
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

Sebelum menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan, Wajib Pajak
diminta hadir untuk memberikan
keterangan dan penjelasan




Pencabutan
Keberatan

Wajib Pajak dapat mencabut
pengajuan keberatan sebelum
tanggal diterima Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir




Pencabutan
Keberatan

Wajib Pajak dapat mencabut
pengajuan keberatan sebelum
tanggal diterima Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir




Keputusan DJP

Atas Keberatan

Mengabulkan Mengabulkan Menolak Menambah
Seluruhnya Sebagian
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Keputusan DJP

Atas Keberatan

Mengabulkan Mengabulkan Menolak Menambah
Seluruhnya Sebagian
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Jangka Waktu Keputusan

Atas Keberatan

= 1TR 112 4<
%

Diterima DJP

A

, Surat Keberatan
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Memberikan Keputusan

v Wajib menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan

Tidak Memberikan

Keputusan

v’ Keberatan Wajib Pajak
Dikabulkan Seluruhnya




Jangka Waktu Keputusan

Atas Keberatan

= 1TR 112 4<
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Diterima DJP

A

, Surat Keberatan

P IESE Db
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Memberikan Keputusan

v Wajib menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan

Tidak Memberikan

Keputusan

v’ Keberatan Wajib Pajak
Dikabulkan Seluruhnya
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Banding

«

w

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau
tidak sependapat dengan Keputusan
Keberatan yang telah diterbitkan
« Ooleh Direktur Jenderal Pajak
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Banding

«

Apabila Wajib Pajak tidak puas atau
tidak sependapat dengan Keputusan
Keberatan yang telah diterbitkan
« Ooleh Direktur Jenderal Pajak



Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Pe rsya rata n Pe ngaj u a n
R Permohonan Banding

Isi Permohonan
Menerangkan alasan
permohonan dengan jelas

Satu Keberatan
Untuk satu
Ketetapan Pajak

Jangka Waktu
o—O Tiga bulan sejak tanggal terima
Keputusan yang dibanding

Lampiran Surat
Melampirkan Surat Keputusan

yang dibanding Hak Pengajuan

Permohonan diajukan oleh WP
atau Kuasa (dengan Surat
Kuasa Khusus)

Bayar Pajak Terutang
WP harus terlebih dahulu

membayar 50% pajak terutang
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Permohonan Tertulis

Diajukan tertulis dalam Pe rsya rata n Pe ngaj u a n
R Permohonan Banding

Isi Permohonan
Menerangkan alasan
permohonan dengan jelas

Satu Keberatan
Untuk satu
Ketetapan Pajak

Jangka Waktu
o—O Tiga bulan sejak tanggal terima
Keputusan yang dibanding

Lampiran Surat
Melampirkan Surat Keputusan

yang dibanding Hak Pengajuan

Permohonan diajukan oleh WP
atau Kuasa (dengan Surat
Kuasa Khusus)

Bayar Pajak Terutang
WP harus terlebih dahulu

membayar 50% pajak terutang
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Pengajuan
Permohonan Banding

p e

Permohonan Banding hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak
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Pengajuan
Permohonan Banding

PowerPoint
Labs
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Permohonan Banding hanya dapat diajukan ke Pengadilan Pajak




Pengajuan
Permohonan Banding

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak




Pengajuan
Permohonan Banding

Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak




Proses Penyelesaian
Permohonan Banding

Pembuktian

Persiapan
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Proses Penyelesaian
Permohonan Banding

B Permohonan @
I Banding ;
I \
“ LTS 3 bulan sejak

A~ —
Terbanding
[ )
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f sejak diterima I * dikirim |
. a5 5 ;N N N N | } L _ B B B | Surat Uraian ----- ‘I
Banding

30 hari sejak 14 hari kerja

i diterima f I sejak diterima f
l ----- Surat LN N N ] l -----------
CERIELED

Proses Sidang Banding tetap dilaksanakan walaupun terbanding tidak memberikan surat uraian
banding dan/atau pemohon banding tidak memberikan surat bantahan
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Proses Penyelesaian o |

Permohonan Banding

A~ —
“ Dapat menghadiri Persidangan T~

atas kehendaknya sendiri, kecuali
dipanggil hakim dengan alasan

Wajib menghadiri Persidangan

yang jelas
Dapat memberitahukan kepada — v’ Acara Biasa (3/1 Hakim)
Ketua untuk hadir dalam v Acara Cepat (1 Hakim) terhadap:
persidangan guna memberikan 1. Sengketa Pajak tertentu
keterangan lisan 2. Salah tulis/hitung putusan atau
ketentuan tidak terpenuhi
3. Sengketa bukan merupakan
wewenang Pengadilan Pajak
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Proses Penyelesaian
Permohonan Banding Pembuktian

Alat Bukti

_ v' Menentukan yang harus dibuktikan v Surat atau tulisan
v" Menentukan beban pembuktian v' Keterangan ahli
v" Melakukan penilaian pembuktian v' Keterangan para saksi
v" Pengakuan para pihak
Pembuktian memerlukan paling sedikit v" Pengetahuan Hakim
2 alat bukti
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Proses Penyelesaian
Permohonan Banding Pembuktian

Alat Bukti

_ v' Menentukan yang harus dibuktikan v Surat atau tulisan
v" Menentukan beban pembuktian v' Keterangan ahli
v" Melakukan penilaian pembuktian v' Keterangan para saksi
v" Pengakuan para pihak
Pembuktian memerlukan paling sedikit v" Pengetahuan Hakim
2 alat bukti
_——r |I| N 1 — |;;;;;
-== NERRRER E= ... .._- 2 '-== EREEEEE =E “.HE E =='- ..,
¥ !‘lllllll ... 2 - - . "TTIT11] r ll S ‘ - | L]
__ | —— | | iw L[] | EEE B | EE EEE | P




Pencabutan

Permohonan Banding Dihapus Dari
Daftar Sengketa

Sebelum Sidang : Melalui Penetapan :
— . .

Pencabutan
Banding

Banding yang telah dicabut melalui Penetapan Ketua atau Putusan Majelis Hakim tersebut
tidak dapat diajukan Banding kembali.




Pencabutan

Permohonan Banding Dihapus Dari
Daftar Sengketa

Sebelum Sidang : Melalui Penetapan :
— . .

Pencabutan
Banding

Banding yang telah dicabut melalui Penetapan Ketua atau Putusan Majelis Hakim tersebut
tidak dapat diajukan Banding kembali.




Keputusan Pengadilan Pajak
Atas Banding

./I' Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya : Membatalkan

0 Tidak dapat diterima

Menambah ! Membetulkan sa.Iah tulis
dan/atau salah hitung

e
- -

Menolak
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Keputusan Pengadilan Pajak

Atas Banding

i‘ Menolak

e Menambah
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Mengabulkan Sebagian/Seluruhnya | Membatalkan

0 Tidak dapat diterima

g Membetulkan salah tulis
dan/atau salah hitung
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Jangka Waktu Keputusan
Atas Banding

'Putusan akhir dan

mempunyai kekuatan
hukum yang tetap

| g
= 1 2 ‘ Dapat diajukan
peninjauan kembali ke

e
W "
FE R 1L

BULAN MA
Diterima DJP D di .
apat 'Perpanjang Tidak dapat diajukan
¢ paling lama tiga bulan Gugatan, Banding, atau
- Kasasi
, Surat Banding

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
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Jangka Waktu Keputusan
Atas Banding

'Putusan akhir dan
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¢ paling lama tiga bulan Gugatan, Banding, atau
- Kasasi
, Surat Banding

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
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Pengurangan

«

Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pengurangan sanksi

administrasi kepada Direktur
« Jenderal Pajak
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Pengurangan

«

Wajib Pajak dapat mengajukan

permohonan pengurangan sanksi

administrasi kepada Direktur
« Jenderal Pajak




Persyaratan Pengajuan

Pengurangan

Permohonan Tertulis
Diajukan tertulis dalam
Bahasa Indonesia

Hak Pengajuan
Oleh WP / Kuasa
(dengan Surat

Satu Permohonan
O—O Untuk satu SKP / STP kecuali diajukan untuk:
* STP yang diterbitkan atas SKPKB atau SKPKBT

Kuasa Khusus) * Surat Keputusan (SK) Pembetulan
* SK Keberatan
* Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali

Isi Permohonan
Mengemukakan jumlah sanksi
administrasi menurut pemohon
disertai alasan

Penyampaian
Surat permohonan
disampaikan ke KPP Terdaftar

Sepanjang terkait dengan SKP yang sama maka satu
permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu STP

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak




Persyaratan Pengajuan

Pengurangan

Permohonan Tertulis
Diajukan tertulis dalam
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Hak Pengajuan
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Satu Permohonan
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Pengurangan
Sanksi Administrasi

+ +
A A A
b 4 b 4 b 4
Tercantum Dalam SKP Tercantum Dalam STP Tercantum Dalam STP
Kecuali Sanksi Kecuali denda 50% Selain STP yang terkait
Administrasi yang Keputusan Keberatan dan dengan penerbitan SKP
tercantum dalam SKPKB 100% Putusan Banding
yang diterbitkan karena (dikurangi pajak yang telah
kealpaan dibayar)
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Penyampaian
Permohonan
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Penyampaian
Permohonan
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Proses Penyelesaian
Permohonan Pengurangan
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Permohonan akan diproses dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal terima permohonan

Jika setelah 6 bulan masih belum diterbitkan Keputusan /
mengembalikan permohonan, maka dianggap dikabulkan

ll I - ]
I -
| B d

-
dd4 | P

]
]
]
r

4% 4 TTh



Proses Penyelesaian
Permohonan Pengurangan
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Permohonan akan diproses dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak tanggal terima permohonan

Jika setelah 6 bulan masih belum diterbitkan Keputusan /
mengembalikan permohonan, maka dianggap dikabulkan
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Pencabutan
Permohonan

Tertulis dalam Bahasa Ditandatangani WP / Kuasa
Indonesia (Surat Kuasa Khusus)

Mencantumkan Alasan ! !Disampaikan ke KPP
Pencabutan ©r UV X Terdaftar

Pencabutan dapat dilakukan sebelum diterbitkan surat keputusan

[ 1111 T &
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Permohonan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali
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Pencabutan
Permohonan

Tertulis dalam Bahasa Ditandatangani WP / Kuasa
Indonesia (Surat Kuasa Khusus)

Mencantumkan Alasan ! !Disampaikan ke KPP
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[ 1111 T &
[ F11]] r

Permohonan yang telah dicabut tidak dapat diajukan kembali
... L W ll —

... nEREEER g ll —




Keputusan DJP

Permohonan Pengurangan

:1-,_

Mengabulkan
Seluruhnya
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Mengabulkan
Sebagian

a5

Menolak




Keputusan DJP

Permohonan Pengurangan
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Mengabulkan
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Jangka Waktu Keputusan

Permohonan Pengurangan

4

Memberikan Keputusan

- o v Wajib menerbitkan Surat
B 0E 9 06 Keputusan
E R
AN BULAN
Diterima DJP Tidak Memberikan
Keputusan / Tidak
¢ Mengembalikan
- Permohonan
- Permohonan T
v’ Keberatan Wajib Pajak
Dikabulkan Seluruhnya
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Kasih
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